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BAB IV
ANALISI TERHADAP PENENTUAN WALI| NIKAH BAGI PEREMPUAN
YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA KEC. NGALIYAN

KOTA SEMARANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan
yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan di KUA Kec. Ngaliyan.

Masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritalama
berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkianya sendiri dan
tidak pula mengawinkan wanita lainya karena akatkgwenan tidak di
anggap sah apabila tanpa seorang Wagindapat ini dikemukakan oleh Imam
Maliki dan Imam Safi'i bahwa tidak ada pernikahampga wali, dan wali
merupakan syarat sahnya pernikafan.

Menurut madzhab hanafi, wali tidak merupakan syardtik sahnya
suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya laalatwali dan boleh tidak
ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin @lang tua pada waktu
akan menikah baik dia pria maupaun wanita.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahu#, 1@ak jelas
mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkaru$@da izin dari orang tua
bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabilen berumur 21

(dua puluh satu) tahuh.

® Dedy JunaidiBimbingan Perkawinan]akarta : Akademi Pressindo, 2003, him. 104

* Slamet Abidin-AminudinFigih Munakahat,Bandung : Pustaka Setia, 1999, him. 82

®> M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinahiukum Kewarisan, Hukum Peradialn Agama,
dan zakat menurut Hukum Isladakarta: Sinar Grafika, 2006, himn 12
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Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Mad2iafi'i walli
merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabitakad tanpa wali, maka
pernikahanya tidak sah, dan di dalam Kompilasi hiKkslam (KHI) wali
dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipemikeh calon
mempelai wanita yang bertindak menikahkanya (PESaHI), wanita yang
menikah tanpa wali berarti pernikahanya tidak %ah.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelummg berhak
menjadi wali adalah wali nasab, yaitu wali darigkhkeluarga mempelai
perempun dan apabila wali nasab sama sekali tidak maka yang berhak
menikahkan adalah wali hakim.

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalamgrgang
diangkat oleh pemerintah (Menteri Agarhahtuk bertindak sebagai sebagai
wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seo@gn mempelai wanita
dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sekali,

2. Walinyamafqud(hilang tidak diketahui keberadaanya).

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sgdaali yang
sederajat dengan dia tidak ada

4. Wali berada di tempat yang sejammasafaqotul qosri(sejauh
perjalanan yang membolehkan sholat gasar yaituld@)

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidkek lmijumpai

® Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesidakarta: Sinar Grafika, 2006, him 15
" Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahu&7l®rang yang di tunjuk
menjadi wali hakim adalah kepala Kanor Uruasan Ag#&mcamatan.
8 Di zaman modern ini walaupun jaratusafagotul gastielah di penuhi, namun untuk
akad nikahnya wali perlu di beri tahu terlebih dahu
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6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak uknt
menikahkanya
7. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji ateohd.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh pointatias, maka yang
berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adaki hakim. Tetapi di
kecualikan bila wali nasabnya telah mewakilkan kigparang lain untuk
bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkanyang berhak
menjadi wali dalam pernikahan terseblt.

Tentang pelaksananan penentuan wali bagi anak pasmyang
lahir kurang dari 6 bulan, sebenarnya sampai saatementerian Agama
belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyateussanak perempun
sulung yang akan menikah, untuk diperiksa aktahkelanya dan juga
memeriksa buku pernikahan orang tuanya. Dalam traraiMenteri Agama
Yang terbaru Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 720Centang
Pencatatan Nikah tidak mengatur mengenai permasatahsebut.

Karena status seorang anak sudah di tentukan ldmdaUndang-
Undang NO. 1 tahun 1974 Pasal 42, 43 dan 44. §aenya sebagai
berikut:

Pasal 42:
“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ataubaak

perkawinan yang sah.”

° Departeman Agama RPedoman Pegawai Pencatat Nikah (APRroyek peningkatan

Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Makgt Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Jakata: 2003, him 34

0 Ibid him 113
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Pasal 43:

1. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memginhubungan
perdata dengan ibunya dan kelurga ibunya.”

2. “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas getapa akan di atur
dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44:
1. “Seorang suami dapat menyangkal sah anak yalafpirian oleh
istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwang#itelah berzina dan

anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”

2. "Pengadilan memberikan keputusan tentang saRftigh anak atas
permintaan yang bersangkutaft.”

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya mdntoéransi
hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan gamg meskipun jarak
antara pernikahan dan kelahiran anak kurang datasbaninimal usia
kandungan seperti yang akan dijelaskan kemudiah.sgédama bayi yang di
kandung tadi dilahirkan oleh ibunya dalam ikatarkp@inan yang sah, maka
anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-und#alg rhengatur batas
minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyaupon dalam
penjelasannya. Dalam kompilasi Hukum Islam ditegas@an dirinci, apa
yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99 :
Anak yang sah adalah

a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawigang sah.”

1 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaykala, 2005, him. 18-19.
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Pasal 100:

a. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memaitubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam kompilasi Hukum Islam anak sah dan perkawyaarg sah
yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sahkeldua orang
tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53nd@&AaB VIII Kawin
Hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikavenkdengan pria
yang yang menghamilinya.”

2. “"Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ppadd (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelalsiraknya.”

3. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat avaaimnil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dilsag lahir.”

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dichaedam KHI
pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53laladanak sah dari
pernikahan kedua oramg tuanya dan apabila permkahaada saat hamil,
maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghygani
Pasal 101:

“Seseorang suami yang mengingkari sahnya anakngeidéeri
Itii%?r” 12rnenyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkgaandengan
Pasal 102 kompilasi juga tidak merinci batas mihiden maksimal usia

bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk angksl sahnya

anak yang dilahirkan isterinya.

2Departemaen Agama RKompilasi Hukum Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan
agama Islam, Jakarta : 2003, him. 38.



84

Pasal 102:

(1) “suami yang akan mengingkari seorang anak yahg dari istrinya,
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangkétu 180 hari
sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah pudupagkawinan atau
setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya meédahilanak dan berada
di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkarakepada
Pengadilan Agama.”

(2).” Pengingkaran yang di ajukan sesudah lampaktuvéidak dapat di
terima.”

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyat# tienjelaskan batas
minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukaenunjuk batas
maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapijaeskan batas waktu
untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islataled hasil
kesepakatan para ulama seluruh Indonesia yang psamnya sudah melalui
diskusi-diskusi yang sangat panjang, dengan mempmnhgkan pendapat
pendapat yang ada.

Oleh karena itu menurut penulis seharusnya Kadbtoisan Agama
(KUA) sebagai lembaga pencatat pernikahan, di basexhenterian Agama
seharusnya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islaemenia sejak di
tetapkan pada tahun 1991 dan dilaksanakan oleheMégama menetapkan
seluruh instansi Departemen Agama dan instansi ipetale lainnya, yang
terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Isldimbidang Hukum
perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instré@kssiden

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 1@i 1891 untuk
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digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakagy ynemerlukanya
untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidangietrse

Dan tujuan utama dirumuskannya Kompilasi Hukum nislaadalah
menyiapkan pedoman (unifikasi) bagi Hakim PeradAgyama dan menjadi
Hukum Materiil yang berlaku di Pengadilan Agamagarajib di patuhi oleh
seluruh bangsa Indonesia yang beragama i§lam.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di KUA Kec.aNgan semarang
dalam pelaksanaanya menggunakan dasar figih, yapabila anak
perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka analelbeitshanya mampunyai
hubungan nasab dengan ibunya saja, secara otob@giaknya tidak bisa
menjadi wali, maka anak tersebut apabila akan reatedkan pernikahan
harus menggunakan wali hakim.

Di KUA Kec Ngaliyan dalam pelaksanaan penentuari niithh bagi
perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Yaituga@ncara memeriksa akta
kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikalmgtuanya, kemudian
dihitung untuk mengetahui asal usul anak terselnt whtuk menentukan
siapa yang berhak menjadi wali. Apabila kemudiakedahui kurang dari 6
bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakdmasab, karena anak
tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya daja,apabila akan

melaksanakan perenikahan harus menggunakan watnhak

13 Departemen Agama Rlompilasi Hukum IslapOp. Cit. him. 6-7
4 Ahmad Rofiqg Pembaharuan Hukum Islam Di Indoneslakarta : Gama Media,
2001, him. 85
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Apabila dari pihak wali merasa keberatan dengaet&etuan ini, maka
mereka disuruh menikahkan sendiri, dan dari pih&kAkhanya mencatat
secara administrasi saja, karena dari pihak KUA memai keyakinan
bahwa tanggung jawab menikahkan bukan hanya demgawoisia tapi juga
dengan Allah SWT. Jadi mereka dalam permasalahanenggunakan dasar
figih munakahat sebagai acu&n.

Jadi menurut penulis dapat disimpulkan bahwa palean penentuan
wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dafuwan di KUA Kec.
Ngaliyan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Karena tidak ada Undang-undang yang mengatur tgnp@nentuan
wali nikah bagi perempuan yang akan menikah daahk@nnya kurang dari
6 bulan. Dan sampai saat ini Kementerian Agamanbglernah memberikan
petunjuk untuk menanyakan status anak perempunngulang akan
menikah, untuk diperiksa akta kelahiranya dan jugameriksa buku
pernikahan orang tuanya, untuk mengetahui asularak tersebut dan untuk
menetukan wali bagi mempelai perempuan.

karena asal usal anak sudah diatur dalam pasalndlang-undang
perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dat@sal tersebut
dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lalamdaau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga tetddplam pasal 99 (a).

Kompilasi Hukum Islam.

5 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Fadlan Yazidi 8keUA Kec. Ngaliyan)
pada hari selasa tanggal 25 januari jam 10:30 d\daliyan
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B. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Digunakan Oleh KUA Kec.
Ngaliyan dalam Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang lahir
kurang dari 6 bulan.

Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi peramgang lahir
kurang dari 6 bulan, di KUA Kecamatan Ngaliyan Ko&emarang,
menggunakan Wali hakim. Yaitu dengan cara memesgksa kelahiran anak
perempuan dan memeriksa buku nikah kedua orangatukgmudian di
hitung untuk mengetahui asal-usul anak tersebut wank menentukan
siapakah yang berhak menjadi wali. Apabila kemudi&etahui kelahiran
anak tersebut kurang dari 6 bulan di hitung dadadakikah orang tuanya
maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakimekarbapaknya tidak
bisa menjadi wali.

KUA Kec. Ngaliyan menggambil dasar hukum dari kitak-
Muhazzab juz Il. Halaman 130.

Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dannyal wali ayah,
perlu dipertanyakan tanggal nikah dan tanggal lahak pertamanya itu, bila
terdapat ketidakwajaran, seperti, baru 5 bulanmé@ak pertama lahir, maka
anak tersebut, termasuk katagori anak ibunya, dedgaikian perlu diambil
jalan tahkim (wali hakim).

1ode &) Sal) ¢ g Cpa gl A g A A gy ) )l

Artinya:“Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari Wwtu akad
nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang kagmiibunya.”

18 Abi Ishak As Saerozidl MuhazzabJuz 11, Dar Al Fikr, t.th him 130
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Di dalam figih munakahat yang sudah menjadi kessjaakpara Imam
Madzhab bahwa waktu yang sependek-pendeknya uatukukgan adalah 6
bulan!’ jadi apabila anak perempuan lahir kurang dari @arhumaka
menggunakan wali hakim. Ketentuan ini berdasarkan qir,an, dalam
Firman Allah surat Al- ahqgaf ayat 15

C€O=22HOBSON -~ C€O=2Hr?XIUeO a
F OB IR * ¢§)A=>¢OMET

Artinya: masa mengandung sampai menyapihnya selama tigadn poulan

(Qs. Al-ahqgaf, 46:15}

Dan surat Al-Lugman ayat : 14

FOR=¢R o OCr L2900 C€QDEANL] €Orv-nHe P
P xR VOLLON ONx DE€ODIHOBOY -0 wlilvLed
&GP

Artinya: lbunya telah mengandungnya dalam keadaan lemahg yan
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dimunta(
selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumuatiun )
(QS. Lugman, 31:14%.

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakas ulama,
ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukan tenggaigu mengandung
dan menyampih adalah 30 bulan. Ayat kedua meneaandiahwa

menyapihnya setelah bayi di susukan secara semmpuenabutuhkan 2

" Fatur Rachmarilmu Waris Bandung: PT Al-maarif, 1981 him 201

18 Departeman Agama RAl-Qur'an dan Terjamahanya Lajnah Pentashih Mushaf
Al-Quran Depok : Cahaya Qurani, 2008, him 504

¥Departeman Agama Ribid, him. 412
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tahun atau 24 bulan, berarti bayi membutuhkan w&ku24 bulan = 6
bulan di dalam kandungaf?.

Dalam Tafsir Ibnu Kasir kedua ayat ini di jadikdalil oleh Ali
bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adaléhbulan, dan itu
merupakan cara pengambilan hukynistinbath) yang kuat dan valid.
Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan, RAn beberapa
sahabat lainy4"

Dari pernyataan tersebut di atas Munculah bebenmgadapat
hukum Ulama:
1. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalulatérkan seorang
anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknydusel6 bulan,
maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabigagan suaminya.
Syaikh Al-mufid dan Syaikh Al-Thusi dari madzhabaniyah, dan Syaikh
Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafi, mengatakan bahwaasib anak
tersebut tergantung pada suami (wanita tersebafalkdia mau, dia bisa
menolaknya, dan bisa pula mengakuinya sebagai gaalan mengaitkan
nasabnya dengan dirinya.
2. Kalau kedua suami istri bersengketa tentang lamavektu bergaul
mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada swa)yi“Engkau telah

bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, katenaniak ini adalah anak

224

20 Ahmad Rofig Hukum Islam di Indonesidakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, him.

2L Shafiyurihman Al-Mabaruk FuriShahih Tafsir Ibnu KatsjrBogor : Pustaka Ibnu

Kasir, 2006, him. 317-318
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mu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, aku baru menggnu kurang dari
6 bulan, karena itu anak ini bukan anakku.”

Menurut Imam Hanafi: Isterinya itu yang benar, dgang
diberlakukan adalah ucapanya tanpa harus disunepéhdulu.

Menurut Imamiyah: Kalau ada fakta dan petunjuk-pgtk yang
mendukung ucapan isteri atau suami, maka yang ldkuan adalah
pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petungrkebut. Tetapi
apabila tidak ada petunjuk-petunjuk yang ditemukaehingga
persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim mengk@n ucapan si
isteri sesudah disumpah dulu bahwa suaminya tel&itampurinya sejak
6 bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakabagai anak sah
suaminya ité®.

Sedangkan batas maksimal usia kandungan menurddpanUlama:

Abu Hanifah berpendapat: Batas maksimal kehamildalad 2
tahun, berdasar hadis A’isyah yang menayatakan datkghamilan
seorang wanita tidak melebihi 2 tahun.

Imam Malik, Syafii dan Hambali: Masa kehamilan maRkal
seorang wanita adalah empat tahun. Para Ulama Mbadahalik, Syafi'i
dan Hambali) ini menyandarkan pendapatnya padayaivieahwa isteri

‘Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya isterikamya, Muhammad

22 Muhammad Jawad Mugniyahfigih Lima MadzhabJakarta: Basrie Press, 199, him
100-101
%% Ibid him 102



91

juga hamil selama empat tahun. Bahkan semua wamita ‘Ajlan hamil
selama empat tahun pufa.

‘Ibad bin ‘Awan mengatakan: batas maksimal kehamiaalah
lima tahun, sedangkan Al-zuhri mengatakan tujulutaldan Abu Ubaid
menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyaisataksimal.

Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat teriiatas
maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpestdbdphwa, batas
maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang laiengatakan
sepuluh bulan, dan yang lain mengatakan satu tpboonh. Teapi mereka
seluruhnya sepakat, bahwa batas maksimal usia kielmaiu tidak boleh
lebih dari satu jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari Gafe) bulan
menurut figih dengan berpedoman pada Al-qur'an tSAlk&hqof ayat 15
da Surat Lukman ayat 14 yang menjadi kesepakatan lpeam Mazhab,
maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepadakinya, walaupun
dalam ikatan perkawinan yang sah. la hanya menfiibungan nasab
kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Jika dianalisis pandangan figih yang berkenaamaemnak sah
ini dapatlah dipahami bahwa anak sah, dimulai sefjakadinya

pembuahan sel teluoun) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita

24 Abdurahman Al Jaziri, Al- Figh ‘Al Madzahi Al ‘arbaah,Juz VII, Maktabah At
Tajirriyah Al Kubro, Mesir, t,th, him 523
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calon ibu dan pembuahan ini haruslah terjadi dgdarkawinan yang sah,
dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakékan.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa sgaraak
supaya dapat dianggap sebagai anak yang sabudari gounya, anak itu
harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudatikphan atau di
dalam tenggang masa ‘iddah selama empat bulanwepalri sesudah
perkawinan terputus.

Jadi, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejalasa
perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hghkam kekerabatanya
dengan bapaknya walaupun lahir dari dalam ikgiarkawinan yang sah.
la hanya memiliki hubungan nasab dengan ifysedangakan dalam
Undang undang perkawinan No 1 tahun 1974 Pasala#2kompilasi
Hukum Islam Pasal 99 (a) dalam pasal tersebutathikgan bahwa anak
sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagaitgdaébdeawinan yang sah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dkam
dalam penentuan wali bagi anak perempuan yang kalmang 6 bulan
KUA Kec. Ngalian adalah dasar hukum figih.

Dengan ketentuan seperti ini menurut penulis deimplikasi
pada status anak tersebut. Di satu sisi anak tgrskbkui oleh Negara
sebagai anak sah, Karena dalam menentukan asanadumenggunakan
Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawitdan Kompilasi

Hukum Islam dan anak tersebut mempunyai akta kelalyang sah.

%5 Mustafa RahmanAnak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnjakarta: Atmaja,
2003 him 45
26 Aminudin Nuruddin dan azhari tarig@® cithlm 280
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Ketentuan Akta Kelahiran di atur dalam pasal 103miilasi
Hukum Islam dan UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38ngenya akan di

kutip di bawabh:

1. “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan aengkta
kelahiran atau alat bukti lainya.”

2. “Bila akta kelahiran atau bukti lainnya tersebutada ayat (1)
tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengelupge@etapan
asal usul seorang anak setelah mengadakan penaerikgag teliti
berdasarkan bukti-bukti yang sah.”

3. “Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut(ayamaka
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daenakuni
Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta katabagi anak
yang bersangkutarf.”

Di sini sangat jelas sekali asal-usul seorang dreakya dapat
dibuktikan dengan akta kelahiran, di KUA Kec. Ngah akta kelahiran
tidak difungsikan sebagai pembuktian asal-usul akatena pembuktian
asal usul anak menggunakan dasar Figih. Jadi walgmak tersebut
mempunyai akta kelahiran yang sah, anak terseliap tédak bisa
menikah dengan wali nasab tetapi menggunakan w&inh karena di
KUA Kec Ngaliyan dalam perhitungan anak sah menggan dasar figih.

Dengan mengunakan ketentuan semacam ini menurutligpen
akan menimbulkan permasalah di kemudian hari, ngnkajelasan status
anak tersebut dan juga permasalahan waris anaknpeam tersebut

karena terdapat standar ganda dalam penentuarusagabnak yaitu

menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan figih kalnz.

2" Departemen Agama Rlompilasi Hukum IslagOp. Cit. him 52
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Di dalam Undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun4]197
pasal 42, dan di dalam kompilasi hukum Islam p&8a(a) disebutkan
bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atabaaldari
perkawinan yang sah.”

Di sini sangat jelas bahwa menurut Undang-undargagmwinan
maupun Kompilasi Hukum Islam, apabila ada anakmppuan yang lahir
kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali nasatenia di dalam
Undang- undang perkawinan dan kompilasi tidak ad@dan minimal
tentang usia kandungan.

Oleh karena itu menurut penulis seharusnya Kantans&h
Agama sebagai lembaga pencatat pernikahan di batehenterian
Agama vyang bersentuhan langsung dengan masyaradalam
melaksanakan tugasnya, seharunya berpedoman pacaaeg undangan
yang berlaku yaitu pada Kompilasi Hukum Islam dagaj Undang-undang
perkawinan Nomor 1Tahun 1974.

Menurut Bapak Drs. Kadi Sasrowirjono sebagai KttasuBP4
Pusat beliau menyatakan sebaiknya dihindari mentdjasubtu masalah
yang sudah ada ketentuanya dalam peraturan pemindatangan yang

berlaku, menetapkan seorang ayah tidak bisa médmkahanak

perempuanya mempunyai akibat hukum yang sangat garh akan
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menimbulkan permasalahan, seperti meniadakan habuimgkum antara
ayah dan anak dan juga masalah waris bagi anabtefs

karena seharusnya yang dipakai adalah hukum yasgais
kebutuhan dari masyarakat dan memberikan kemaalah&epada
masyarakat itu sendiri.

Karena setelah penulis mengadakan penelitian reseam
pendapat dari para pihak yang terkait dengan adkegentuan ini para
pihak merasa keberatan, baik dari pihak wali itundge dan anak
perempuanya, dari pihak wali menginginkan menjadali wkarena
kebangaaan tersendiri bisa menikahkan anak peremyautan dari pihak
mempelai perempunaan pun menginginkan yang menjadii adalah
bapakanya sendiri, dan karena keterbatasan pengetahereka dalam
masalah perwalian maka mereka meneyerahakan pdammasaersebut
sepenuhnya kepada pihak P3N setempat dan dari Klbak

Di sini tampaknya UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KH
berkenanaan dalam asal usul anak melakukan sebaefisi hukum dan
mencoba memberikan solusi kepada kebutuhan m&syameh karena
itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akoratid terhadap
persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prisip mgs&° yaitu secara

metodologis dengan menggunakan mashlahah mursalah.

“Drs. Kadi SasrowirjonoPerkawinan & Keluarga, Majalah Bulanan BP4Edisi No
451/XXXVII/2010, him 26-27

2 |mam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di indonesian
Relevansinya bagi pembangunan Hukum Nasjqledarta: Raja grafindo Persda, 2006 him 23
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Maslahah mursalah menurut para ahli Ushul figilahalsuatu
kemaslahatan dimana syar’i tidak mensyariatkanushakum merealisir
kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menwkanlatas pengakuanya
atau pembatalanya, bahwasanya pembentukan hukunaklatd
dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatangbanyak?®

Di dalam usul figih mashlahah mursalah digunakéeh gara
sebagian mujtahid untuk merealisasikan kemaslaltaarkebutuhan umat
manusia, kebutuhan umat manusia selalu berkemlpang,tidak mungkin
semuanya dirinci dalam Al- Quran dan sunnah Rabladmun secara
umum syariat Islam telah memberi petunjuk, Bahvj@aiya adalah untuk
memenuhi kebutuhan umat manu¥ia.

Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkarfaahan
Kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang tagndatangkan
mudharat, pada saat yang sama, kadang kala suatmnhmendatangkan
manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namumisay mendatangkan
mudharat dalam lingkungan yang 1&mOleh sebab itu apa-apa yang
dianggap mashlahah, selama tidak bertentangan nleAg®uran dan
sunah Rasul, sah dijadikan landasan huRtirdadi di sini yang di
pertimbangkan adalah kemaslahatan anak tersebut.

Karena Hukum islam sangat memperhatikan kemaslahddn

perlindungan terhadap anak yang lahir secara sahikdhn juga terhadap

%0 Abdul Wahab Khallaflimu Ushul Figh Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra
Grup), 1994 him 116

%1 Satria Efendi dan M. Zeishul Figih Jakarta: Prenada Media, 2005 him 151
%2 Abdul Wahab Khallaf OP cit him 116

%3 Satria Efendi dan M. ZeinQP cit him 151
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anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dantmhhberi perlindungan
karena semua anak yang baru dilahirkan suci dak iempunyai dosa,
yang berdosa adalah kedua orang tudfiya.

jadi anak tersebut seharusnya tidak menangung dtesalyang
dilakukan oleh kedua orang tuanya di masa lalu rar@apabila
menggunakan dasar hukum figih, maka anak tersetant enenanggung
akibatnya baik dari status anak tersebut dan jugsatah kewarisan. Dari
segi status anak tersebut mempunyai status ganug pertama status
anak sah, karena mempunyai akta kelahiran yangysaig kedua anak
tidak sah karena pada saat menikah, menggunakahakah.

Sedangkan dalam masalah kewarisan anak tertidalatbisa
mewarisi dari garis ayahnya karena anak terselmytathkan anak tidak
sah, karena kelahirannya kurang dari 6 bulan.

Jadi menurut penulis sebaiknya Kantor Urusan Agama,
menghindari mengambil suatu masalah yang sudakeidatuanya dalam
peraturan perundang undangan yang berlaku, selyari&mtor Urusan
Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat perkawinanaveib
Kementerian Agama dalam menjalankan tugas tugasigaus
berpedoman kepada peraturan perundang-undangarmgedaku.

Dan seharusnya dasar Hukum yang digunakan oleh K&
Ngaliyan dalam penetuan wali nikah bagi perempuargyahir kurang 6

bulan, harus menggunakan Undang-undang yang benaltu Undang-

34 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoaesdakarta: Prenada
Media Grup, 2008, him 80



98

undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islatragai landasan

dalam menjalankan tugas tugasnya.



